Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan
Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas

Mengingat

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG :
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 — 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

b. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan

sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a
dan b di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016— 2021 yang ditetapkan
dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sukabumi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sukabumi;

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sukabumi.



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN

: Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkandi  : Palabuhanratu
Pada tanggal Desember 2016

KEPALA SAT’UKN POLISI PAMONG PRAJA

NIP. 1864042 _198301 1 001
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